WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

: bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Rencana

Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026
dan penyesuaian penjenjangan kinerja termasuk didalamnya
penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator
kinerja, target kinerja organisasi kepada unit organisasi
sampai dengan individu pegawai, sehingga perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
Tahun 2023-2026;

: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
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telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
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Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 273) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 273);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2012 Nomor 133);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
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Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);

25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);

26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 1);

27.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2023
tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 5);

28. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48);

29. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2022
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 (Berita
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Wali Kota Tasikmalaya
Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun
2023-2026 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022
Nomor 22) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.



Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Januari 2025
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP SUKMANA

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,
ttd
ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 3






I.

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN
2023-2026

DINAS PENDIDIKAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya
Tahun 2023-2026, dilakukan karena adanya Perubahan Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) dan adanya Perubahan Arsitektur Kinerja.
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun
2023-2026 yang berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal
359, bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berlaku
apabila ada perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting.

Berdasarkan hal dimaksud, Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya,
Menyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2023-2026. Perubahan
Renstra Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 merupakan
penjabaran dari tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah
(RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 yang disusun dengan
memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor
keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu-isu strategis yang
berkembang. Hal tersebut diperlukan sebagai dasar perumusan isu-isu
strategis guna menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.
Sedangkan untuk mencapainya maka disusunlah strategi, kebijakan dan
indikator kinerja sebagai alat ukur kinerja program, kegiatan, sub kegiatan
dan pendanaan indikatif.

Fungsi Perubahan Rencana Startegis Perangkat Daerah untuk
memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas Perangkat
Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus
sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur
kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis
dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah
terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal
sampai dengan rancangan Perubahan Rencana Strategis tersebut selesai
disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana Pembangunan
Daerah (RPD). Proses penyusunan Rancangan Perubahan Renstra tersebut
secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan
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Rancangan RPD. Dalam hal ini Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kota
Tasikmalaya disusun untuk digunakan pada masa transisi perencanaan
selama 4 tahun dengan mempertimbangkan RPD sebagai salah satu
bagian komponen perencanaan di atasnya. Lebih jelasnya, bagan alur
proses penyusunan Perubahan Renstra secara umum sampai dengan
proses ditetapkannya Perubahan Renstra dapat dilihat pada gambar
berikut ini :

Gambar 1.1.

Tahapan Dan Tatacara Penyusunan Perubahan RENSTRA Perangkat
Daerah Secara Umum
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Renstra Dinas Pendidikan tahun 2023-2026 disusun berdasarkan
RPJMD Propinsi Jawa Barat, RPJMD Kota Tasikmalaya, RPJP Kota
Tasikmalaya. Kelembagaan Pemerintah merupakan suatu sitem, hubungan
antara Renstra Dinas Pendidikan dengan dokumen perencanaan lainnya di
tingkat Nasional, Regional dan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPD Kota
Tasikmalaya adalah dokumen perencanaan makro, bersifat jangka
panjang berupa dokumen perencanaan 20 (dua puluh) tahun di
tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota yang memuat Visi,
Misi dan arah Pembangunan Jangka Panjang.

2. RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMD Kota
Tasikmalaya adalah dokumen perencanaan berjangka 5 (lima) tahun
di tingkat Nasional, Provinsi Jawa Barat yang merupakan acuan bagi
Pemerintah Kota Tasikmalaya yang pendanaannya dialokasikan dari
APBN dan APBD Provinsi.

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya adalah
dokumen perencanaan tahunan pemerintah Kota Tasikmalaya yang
penyusunannya berpedoman kepada RPJMD Kota Tasikmalaya.

4. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada
RPJMD Kota Tasikmalaya yang merupakan penjabaran visi, misi dan
program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP
Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
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Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah, program dan kegiatan
lintas Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan kewilayahan disertai
dengan rencana — rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif.

Diacuh

Gambar 1.2
Bagan Keterkaitan Dokumen Perencanaan Renstra-OPD
Renstra KL Renja KL RKA KL Rincian
» — > apen .
7y y Pemerintah
Pusat
v
NREJP RPIM RKP RAPBN N APBN
lasional Nasional
T 1
: |
! |
E | Diperhatikan
v v v
RPIP RPJM RKPD | L RAPBD | APED
Daerah Daerah
F 3 .
Pemerintah
Daerah
y h
Renstra » Renja OPD » RKA OPD » Rincian
OPD v APBD

¥ 3

A 4

uu

F s

UU KN

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas

Pendidikan Kota Tasikmalaya merujuk kepada peraturan-peraturan,
antara lain adalah :

1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4117);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1570);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 273);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008
Nomor 89);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor
178);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 5);

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021
Nomor 48);



1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas

Pendidikan Tahun 2023-2026 adalah tersedianya dokumen perencanaan
yang memberikan arah dan pedoman perencanaan program kegiatan
pembangunan di Dinas Sosial untuk periode 4 (Empat) tahun ke depan
yang memuat capaian program kegiatan, permasalahan dan isu strategis,
visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program kegiatan
pembangunan di Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas

Pendidikan Kota Tasikmalaya adalah :

1.

Memberikan arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan Pembangunan selama kurun waktu 4 (empat) tahun dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya
disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
Sebagai tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
Pendidikan untuk kurun waktu empat tahun dalam pelaksanaan tugas
dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan
evaluasi kinerja Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;

Memberikan pedoman bagi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan
dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu
empat tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota

Tasikmalaya tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika penyusunan
sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan
tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pendidikan
Tahun 2023-2026.

BAB II. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN

Bab ini berisi informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas
Pendidikan dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah,
mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki
Perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,
mengemukakan capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang
telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya,
dan mengulas tantangan dan peluang yang dihadapi dan dinilai
perlu diatasi.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH
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Berisi tentang isu-isu strategis yang ditetapkan dengan metode
identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
Pelayanan OPD, telaahan terhadap tujuan dan sasaran rencana
pembangunan daerah, telaahan terhadap renstra
kementerian/lembaga dan telaahan renstra perangkat daerah
provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian
lingkungan hidup strategis, penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka
menengah Perangkat Daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Kota
Tasikmalaya tahun 2023-2026.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Penetapan indikator
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk
memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun
Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat
Daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran RPJMD/RPD

BAB VIII. PENUTUP






BAB VIII
PENUTUP

Penyusunan Dokuman Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik diharapkan dapat memberikan arahan dan pedoman bagi
perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
mengoptimalkan pemanfaatan pengembangan berbagai potensi serta sumber
daya yang tersedia dapat diselaraskan dengan kemajuan serta pencapaian
dibidang kemasyarakatan dan pembangunan.

Masa berlaku Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 adalah selama empat tahun.
Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan
dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Rencana Strategis Tahun
2023-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja
Perangkat Daerah tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPD Kota
Tasikmalaya Tahun 2023 - 2026.

Selanjutnya, pelaksanaan program dan kegiatan Perubahan Rencana
Strategis ini sangat bergantung pada sikap mental, tekad, semangat,
ketaatan dan disiplin para aparatur penyelenggara pemerintah. Untuk itu,
diharapkan aparatur, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Tasikmalaya dengan dukungan bersama-sama bersama masyarakat perlu
bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program kegiatan
sebagaimana tercantum pada dokumen ini.

Akhirnya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Tasikmalaya disusun sebagai bahan rujukan dalam penetapan dan
perumusan program kerja dalam kurun waktu 2023-2026. Sebagai suatu
dokumen perencanaan yang bersifat strategis, Renstra ini terbuka untuk
langkah-langkah penyempurnaan dan penyesuaian agar tetap eksis dalam
setiap perkembangan situasi dan kondisi yang melengkapinya.

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,
ttd

ASEP SUKMANA



